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EUPATI KATINGAN,

bahwa pembangunan memerlukan pendanaan dan

pembiayaa* ro*?-murrirrglu*tkan fasilitas Fernerintah baik

dari aspek kualitas mallpull kuantitas sesuai dengan

tuntutan ***y*[tili aan prioritas pembangunan daerah;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a'

perlu adanya p*i"" u*rt" dunia usaha dalam meningkatkan

Fendapatan aurii"*oah (PAD)' terutama yang berasal dari

pengenaan prr"g;* 
- 
pajar* **o*t'g bumng walet dengan

berped.oma* p*da ketenttlan yang berlaku;

bahwa untuk menaenuhi rnaksud pada huruf a dan huzuf b

tersebut AiataJ, p*tf" ditetapkan- dengan Feraturan

Bupati Kating; ientang Harga Pasaran--'Umum dan

pelaksan** nfrg.ri*" p":*X Sarang Eurung Walet'

lJndang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pernbentukan

Kabupaten *"*U""'- Kabugaten $eruyan' Kabupaten

Sukamar*, x*uopi[" Lamandau' Kabupaten Gunung idas'

Kabupaten P"dffi- Pj*", $*upatel -yY*"s, 
Rava dan

Kabupaten maritf Tirnur" di provinsi Kalimantan Tengatr

(Lenrbaran N*g; nepuUUft Indonesia Tahun 2OO2 tro{ornor

fii, ,i"*u*rr"" r,**6"i* Negara Repubrik Indonesia Nomor

4180i;

Undang-Und'ang Nomcrr 28. Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah ean neiriil;t Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2009Nomor]'30,?arrbahantertrbaran
il;*; *P,rtlix lndonesia Nomor 50a9];

Undang-Undang Nomor * L2 Tahun 201 I tentang

pembentukan feraturan perundang-undangan ilembaran

Negara R.epublii 
*-Indonesia 

Tahun 20 i 1 Nomor 82 
'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonnor

523ai;

e"
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4r. Unelang*Undang Nornor 23 Tahun ZCI14 tentang
Fernerintahan Daerali {Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2014 Nonaeir '244, Tannbatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor sssT) sebagaimana telai: diubalr
kreberapa kali terakhir, dengan {Jndang-Undang Nomor g
Tahun 2O15 tentang Peruba.tran Kedua Atas Unclang*Undang
Nomor ?3 Tahun 2CI14 ter:tang Pemerintatran Daerah
(Lentbaran Negara }tepubXik Indonesia Tahun 2015 Nr:mor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Ineionesia lrtrnrnnr
567e);

Feratr:.ran Pesnerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang
Pengel"oiaan Keuangan Dael"ale {Lentbaran Negara Republik
Incimnesia Tahun 2CIO5 N*:mor 1"40, Tamtrahan Lernbaran
Neg;ara Repuhlik Inclosresia Nomor 5*3a);

Pera"turan Pernerimtah Nomor 38 n'ahr-ln 2tlt)? tenterng
Fembagiasr Llrr*rsae Perirerintahasr antara Femerint*h,
Ilemerintahan Daerah Frovinsi elan Pemerintahan Sarerah
Kabupaten/ Kmta {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Z*AV Nomor 82, Tant{:a}ran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7e7j;

Peratuq'an Perrrerintah Ncmcr 39 Tahun 20OT tentang
Fengelolaan Uamg NegaralDaerah {Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2AA7 Nornor 83, Tambal:lan
ternbaran &legara Kepubiik trndonesia Nomor a7$8);

Peraturan Pernerintah Nr:mon gl Tahun 20le) tentang Jenis
Pajak Daerah" Yang Dipungut Berd.asarksur Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri ffiletr Wa.iib Paja}< {Lembaran
Negara Repui:lik Indonesia Tateun 2010 Nornor 153,
Tamhahan ten:baran Negara Repuhlik trndonesia Nr:rnor
517e);

Peraturan Daera.h Kabupaten tr{.atingan Norrtcrr 3 Tatrun 2CI08
tentang Pembagian Umsan Femerintahan yang Menjadi
Kewenangair FemerintaFr Daerah Kabupaten Katingan
(Lemba.ram ffiaerai: Kabupaten Ka.tingan Tahun 2CI08
Nnmor 3);

Feraturan Daerah Kahupa"ten Katingan Nornor Q T*"hun 20t3
tentang F*ruhaham Kedua Atas P*rda. Nomor S Tahrun 2CI11
temtang Pajak Daerah {I"ernharan Daerah Ka}:upaten
Katingan ?ahun 2O13);

Feraturan llaerah Kahupaten Katir:gan Nomcr 7 Tahun 2015
tentang Eleruba-han Kedua Atas FeraLura-n Daerah Kabupaten
Katimgan Nomor 5 Tahum 20CI8 tentang Organisasi dan Tata
Ker.ja Binas Daeral: {Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
'F**.}:un ?015 i\trom*r 53, Tainbahan Lembaran Daerah.
Kabr-lpaten Katingan Nornar 24);

Feraturan Daera-h Kabupaten Katirigan i{clmor I Tahun 20Ls
ter:tang Fen"rbahan Kedua Atas Peratunan ffiaerah Kabupaten
Katingan Nelmor S Tahun 2O08 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pernhangunar:
Daerah dan Lembaga ?ekl:is Daerah {I".eml:aran Daerah
Kabnpaterr Katingan Tahun ?CIiS N*mor 54, Tami:alian
Lembaran Daerah Knbupaten Katingan l'tromor 25);
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N{MMUTUS}{AN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENT,ANG HARGA PASARAI{
UMUM DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN FAJAK SARANG
BURUNG WALET.

BAE I
KETENTU.{N UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1" Daerah adalah Kabupaten Katingan;

2" tsupati adalah Bupati Katingan;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Ferangkat Daerah
sebagai penyelenggara Femerintah. Daerah;

4. Dinas Fendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Katingan;

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau madal yang
menrpakan kesatuan, baik yang rnelakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha )rang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroars
Iainnya, Badan Usa]:a Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah {BUtuIn} dengan nama dan dalam
bentuk apapun! firma, kongsi, koperasi, dana pensiuR,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organi$asi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Iembaga
dan bentuk badan lainnva termasuk kontrak investasi
koiektif d.an bentuk usaha tetap;

6. Pqiak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Eaerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secar& langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
ba gi sebesar-beearnya kemakmuran rakyat;

7, 'ni{ib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, Meliputi
pembayar pajak, pemotong pqiak, dan pemungutan pajak,
yang mempunyai hak dan kewqjiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan Feraturan Perundang-Undangan
Ferpajakan Daerah;

8" Pajak Sarang Eurung SIalet adalah Pqjak atas kegiatan
Pengambilan dan atau Pengusahaan $arang
Burung Walet;

9" Sarang Burung Walet dan Sejenisnya adalah Sarang
Burung V/alet dan Sejenisnya yang dibudidayakan dan
atau diusahakan oleh manusia;



10. Fiarga Pasaran Umum adalah harga yang disepakati
sehagai patokan dasar pengenaan pEak dari penjualan dan
pembeiian sarang burung walet di Kabupaten Katingan;

11. Objek Fajak Sarang Burung Walet adalah Pengambiian dan
atau Fengusahaan Sarang Burung Walet;

1.2, Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan pqjak;

13" Masa pajaX< adalah jangka waktu yeng lamanya 1 (satu)
bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pejak yang
terutang;

X4" Tahun Fajak adalah jangka waktu yang lamanya L {satu}
tahun kalender, kecuali bila wajib pqjak menggunakan
tahun buku yang tidak $ama dengan tahun kalender;

15. Pajak ya&g terrrtang adalah pdak yang hams dibayar pada
sr.ratu saat, dalarn &dasa Pajak, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundan g-Undangan Ferpqi akan Daerah ;

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimplr.na-n data objek dan subjek, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

L7 " Surat Pemberitahuan Pqiak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SFTPD, adalah surat yang oleh Waiib Fajak
digunaka:l untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek,
danlatau harta dan kewajiban sesuai dengan Feraturan
Perundang*Undangan Perpajakan Daerah;

18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPE, adalah bukti pembayaran atau penyetoran peiak
yang telah dilakukan dengan rnerrggunakan formulir atarl
telah ditrakukan dengan cara ledn ke Kas Daerah melelui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

19. $urat Ketetapan Fajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentuka::
besarnya jumlah pokok pajek yang terutang

2S. ?anda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya TBP adalah
Tanda Bukti Pernbayaran yang diterirna oleh wajib pqiak;

Zt, Surat Ketetapan Pajak Dearah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang rneRentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pqiak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang harus dihayar;

22. Surat Ketetapan trajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adaiah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pdak yang telah ditetapkan;
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23. surat Ketetapan Fajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adaiah surat lcetetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pqiak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pqiak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak;

24, Surat Tagihan Pqiak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi adminietratif berupa bunga dan/atau
denda;

25" Surat Keputusan Pernbetulan adalah Surat Keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Fajak Daerah, Surat Ketetapan P4jak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pqiak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah i€bih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau
Surat Keputusan Keberatan;

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang rneliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
men5rusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
iaba rugi untuk periode Tahun Padak tersebut;

27 " Pemeriksaan adaiah serangkaian kegiatan penghimpunan
dan mengolah data, keterangan, danfatau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu stand.ar perneriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan
daerah;

28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan cleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu rnembuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi dan
menemllkan tersangkanya.

B,4B II
JENIS OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Obyek Pajak Sarang Eurung Walet adaiah kegiatan pengambilan danlatau
pengusahaan Sarang Eurung Walet diluar habitat alami.

Tidak termasuk Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah
pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan Negara
bukan pdak (PNBP).



Pasal 3

(1) Wajib Fqjak Sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yeng
melaksanakan pengambiian dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

{2} Subyek Pajak Sarang burung walet adala}r CIrang pribadi atau badan yang
melaksaaaka.n pengambilan d an I atam pengusaJra.afl. sarang hurung walet.

BAB III
DASAR PENGEN.qAN PAJ,{K DAN NILAI JUAL SARANG BURUNG VIALE?

Pasal 4

{1) Dasar Pengenaan Pajak sarang burung V/alet adalah nilaijual sarar}g burung
walet pertahun.

(2) Nilai Jual sarang burung walet sebagairnana dimaksud pada ayat (U
dihitung berdasarkan perkaiian antara harga pasaran umum sarang bumng
walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung waiet.

(3) Harga pasaran umum $arang burung walet sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} ditetapkan sebagai berikut :

No. ,-Ienis Pajak Harga Per Kg
{Rp}

l. Sarang Burung Walet 4.000.000,/

{4} Fen-ibahan harga pasarafi umum sarang burung walet sebagaimana disebut
ayat (3) selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TARIF PAJAK SA.RANG BURUNG WALET

Pasal 5

(1) Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

(2) Besarnya pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara
rnengalikan tarif sebagairnana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat {1} dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal a Ayat (1).

Fasal 6

Dinas bertugas melaksanakan pungutan Pqiak $arang Burung Walet dengan
ketentuan tarif sebagaimana dimaksr-ld pada pasal 4.

Pasal 7

{1} Pembayaran Fajak $arang Bun:ng Walet dilakukan di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Katingan mela.lui bendahara khusus penerimaan atau
bank yang ditunjuk oleh Eupati.

{2} Fendahara khusus penerimaan harus menyetorkan hasil penerimaan pajak
ke kas daerah selambat-larnbatnya I x 24 jam atau dalam waktu yang
ditenfukan oleh Bupati.
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(1)

(21

(3)

(41

Pasal 8

Dalam hal wajib pajak atau pemilik sarang burung walet tidak membayar
kewajibannya maka Kepala Dinas atas nama Bupati mengeluarkan Surat
Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat Jatuh Tempo
Pembayaran.

Apabila Surat Teguran Pertama tidak diindahkan maka Kepala Dinas atas
nama Bupati mengeluarkan Surat Peringatan ke 2 dan Surat Peringatan ke
3 kepada wajib pajak.

Apabila jumlah pqiak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan
surat paksa.

Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21
(dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan
dikeluarkan.

Pasal 9

Instansi yang melakukan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dapat
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 1O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 1-b -A-o$

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 1 - 6' Dstb

DAERAH
KATINGAN,

(1)

(2)

H. AHMAD YANTENGLIE

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR , 2.X.1...


